DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah telah selesai dibahas oleh Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) dan
Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan °
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala
Daerah untuk mendapat persetujuan bersama
selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kepala Daerah
~untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah untuk Ditetapkan Menjadi
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang




Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 630 54

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
i Nomor 150); ‘

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa .
Tengah Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan '
KESATU . Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah







LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 JULI 2025

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu
didukung dengan penataan perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat
daerah yang rasional, proposional, efektif
dan efisien;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan visi, misi dan
program prioritas Pemerintah Daerah maka perlu
melakukan penataan kembali Perangkat Daerah
agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023




Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

s Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

D. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.




10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf Pemerintah
Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat adalah
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai
unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
sebagai unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa Tengah sebagai Dinas Daerah yang
menyelenggarakan sub urusan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat sub urusan ketenteraman dan
ketertiban umum dan kebakaran.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada
Dinas dan Badan.

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Jawa
Tengah sebagai unsur pelaksana yang meliputi
wilayah kerja di satu atau beberapa kabupaten/kota
khusus untuk Dinas yang melaksanakan urusan
pemerintahan  bidang pendidikan, kehutanan,
perikanan dan kelautan dan energi sumber daya
mineral.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pengawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Perangkat Daerah Tipe A adalah Perangkat Daerah
dengan ukuran atas intensitas atau beban tugas
utama pada urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk beban kerja besar dengan
nilai variabel lebih dari 800.




17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan
menyejahterakan Masyarakat.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi
Perangkat Daerah, Gubernur memperhatikan asas:

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah;

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.
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BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
meliputi:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat
Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD
Tipe A;

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
Dinas, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;




